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ABSTRAK 

 

Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM 

alias NM binti E dan E.R alias NN binti E, terhadap ini Pengadilan Negeri 

Kabupaten Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung telah 

mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tanah yang dibangun menjadi 

Rusunawa Baleendah yang terletak di blok Cibeurit, Desa Baleendah, Kecamatan 

Baleendah, Kabupaten Bandung adalah tanah milik IM alias NM binti E dan E.R 

alias NN binti E, bukan tanah milik negara. Terhadap putusan tersebut Pemerintah 

Daerah tetap melakukan pembangunan di atas lahan sengketa. Berdasarkan hal 

tersebut, perlu dikaji bagaimana penyerobotan tanah oleh pemerintah daerah 

dalam pembangunan rusunawa, bagaimana akibat hukum penyerobotan tanah oleh 

pemerintah daerah dalam pembangunan rusunawa, dan bagaimana perlindungan 

hukum terhadap hak milik perorangan atas tanah dari penyerobotan tanah 

dihubungkan dengan asas kepastian hukum. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif 

kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas 

dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, 

sedangkan kualitatif, merupakan analisis data dan informasi-informasi yang 

diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. 

Penyerobotan tanah oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan rusunawa 

bermula karena Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan bahwa objek 

sengketa secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1972 atas dasar 

pembebasan tanah untuk rencana pembangunan ibu kota Kabupaten Bandung. 

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam pembangunan Rusunawa 

merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para 

pemilik tanah yaitu para pemilik tanah tidak dapat lagi mengolah atau 

menyewakan tanah tersebut untuk mendapatkan hasil. Perbuatan tersebut 

merupakan tindak pidana melanggar Pasal 385 dan 424 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dan Perppu 51 Tahun 1960. Perlindungan hukum terhadap hak 

milik perorangan atas tanah dari penyerobotan tanah telah diberikan negara 

melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Perppu 51 Tahun 1960, PP Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, KUHP dan beberapa perundang-

undangan lainnya, tetapi dalam penegakan hukumnya belum memberikan 

kepastian hukum. 

Kata Kunci : Perlindungan, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah 
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ABSTRACT 

 

The Regional Government is suspected for illegal claim against the land 

owned by IM aka NM binti E and ER aka NN binti E. However, the Bandung 

District Court, the West Java High Court and the Supreme Court imposed a 

verdict which mentioned that IM aka NM binti E and ER aka NN binti E are the 

rightful owner for land developed for Baleeendah Apartment, located at Cibeurit 

Block, Baleendah County at Baleenah Municipality, Bandung Regency. Despite 

the court verdict, local government continue the development program on that 

location. This paper discusses about the illegal land claim by the Regional 

Government as means to develop apartment complex, the legal consequences of 

the action, and legal protection upon rightful owner of the land.  

Research specification was descriptive analytical. Method of approach 

was juridical normative, and data analysis was juridical normative qualitative. It 

was normative because the research focused on norms, principles, and 

legislations as positive law. It is qualitative because it was an analysis of data and 

information obtained qualitatively through legal point of view.  

Illegal claim of land conducted by Regional Government, for purpose of 

constructing apartment, happened because since 1972 the object has been 

occupied by the defendant on the basis of Development Plan of Bandung 

Municipality Capital. The Bandung Regional Government has conduct violation 

by constructing apartment and caused damage to the Plaintiff because they 

couldn’t utilize the land. According to Article 384 and 424 of the Penal Code, the 

regional government has conducted a crime. To protect private ownership of a 

land against illegal claim, specifically in this case by regional government, is to 

be seen under the Act No. 5/1960, No. 51/1960, the Government Regulation 

No.24/1997 on the Registration of Land, the Penal Code, however, law 

enforcement has not provided legal certainty. 

Keywords: Protection, crime, illegal claim of land 
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